BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 
PEMBANGUNAN DAERAH


Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh rangkaian strategi dan program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program akan mendukung keberhasilan program lainnya.

7.1. Kebijakan Umum
Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara strategi yang telah disusun dengan arah kebijakan yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah. Kebijakan umum Kabupaten Tabalong dalam menerjemahkan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan, yaitu:
1. Strategi Penguatan kerjasama pemerintah dan para tokoh agama dalam peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat, budaya kerja dan penanggulangan penyakit masyarakat ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan fungsi dan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamais
b. Meningkatkan budaya kerja birokrasi yang produktif
c. Pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat
d. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial
2. Strategi peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan ditempuh dengan kebijakan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
3. Strategi peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditempuh dengan kebijakan meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat.
4. Strategi peningkatan pendapatan riil per kapita ditempuh dengan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan perlindungan tenaga kerja.
5. Strategi peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan potensi, kapasitas produksi dan produktivitas pertanian.
b. Mengembangkan agribisnis berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif produk daerah.
6. Strategi penanggulangan kemiskinan ditempuh dengan kebijakan pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.
7. Strategi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan ditempuh kebijakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah.
b. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air.
c. Pembangunan pusat kawasan perkantoran pemerintahan.
8. Strategi pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik ditempuh dengan kebijakan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi layanan publik berbasis teknologi informasi (TI).
9. Strategi pengembangan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
c. Meningkatkan keluarga sejahtera.
10. Strategi peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam SDA dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut:
a. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.
b. Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau.
c. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA yang berwawasan lingkungan.
11. Strategi pengembangan potensi kepeloporan dan kewirausahaan pemuda, olahraga dan seni budaya daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai   berikut :
a. Meningkatkan kreativitas pemuda dan pembinaan olahraga melalui organisasi kepemudaan dan karang taruna.
b. Meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya daerah.
12. Strategi pengembangan potensi pariwisata daerah ditempuh dengan kebijakan meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan pengembangan destinasi wisata unggulan.
13. Strategi peningkatan akses dan pengembangan sektor industri kecil, menengah, UMKM dan koperasi ditempuh dengan kebijakan :
a. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM.
b. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif.
c. Meningkatkan kapasitas manajemen usaha.
14. Strategi peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.
b. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.
15. Strategi peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
16. Strategi peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan ditempuh dengan kebijakan meningkatkan koordinasi yang sinergi lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.
17. Strategi peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemerintah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :
a. mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur ke arah kompetensi individual dan kapasitas kelembagaan.
b. Meningkatkan pemahaman anggota Korpri terhadap Panca Prasetya Korpri.

18. Strategi Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan ditempuh dengan kebijakan Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan.
19. Strategi peningkatan kerjasama pembangunan antar daerah ditempuh dengan kebijakan meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan dan penanganan masalah lintas sektor.
20. Strategi penguatan keterpaduan sistem pengembangan ketertiban, ketentramanan dan kenyamanan ditempuh dengan kebijakan :
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.
b. Meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.
21. Strategi dalan mewujudkan manajemem perencanaan pembangunan secara sistematis dan terpadu ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi perencanaan pembangunan lintas sektor.
b. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
c. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi serta sinergisitas hasil penelitan dalam perencanaan pembangunan.
22. Strategi penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kerangka otonomi desa ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut :
a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah.
b. Menguatkan kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

7.2. Program Pembangunan Daerah 
Guna mencapai misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman pada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusun program-program pembangunan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Program pembangunan merupakan bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut :
1. Kebijakan untuk meningkatkan fungsi dan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamais dilaksanakan dengan program :
a. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
b. Pengembangan wawasan kebangsaan
2. Kebijakan untuk meningkatkan budaya kerja birokrasi yang produktif dilaksanakan dengan program :
a. Peningkatan dan pengembangan kinerja aparatur
b. Peningkatan dan pengembangan kelembagaan pemerintah daerah
c. Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan kelurahan
d. Pembinaan dan pengembangan aparatur
e. Perbaikan sistem administrasi kearsipan
f. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
g. Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana kearsipan
h. Peningkatan kualitas pelayanan informasi
3. Kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat dilaksanakan dengan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.
4. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial dilaksanakan dengan program peningkatan  penataan kelembagaan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kenegaraan.
5. Kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dilaksanakan dengan program :
a. Pendidikan anak usia dini
b. Wajib belajar sembilan tahun
c. Pendidikan menengah
d. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
e. Manajemen pelayanan pendidikan
f. Pendidikan non formal
g. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
6. Kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan program :
a. Obat dan perbekalan kesehatan
b. Upaya kesehatan masyarakat
c. Pengembangan obat asli Indonesia
d. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
e. Perbaikan gizi masyarakat
f. Pengembangan lingkungan sehat
g. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
h. Standarisasi pelayanan kesehatan
i. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
j. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
k. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
l. Pengadaan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
m. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
n. Pengawasan obat dan makanan
o. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
7. Kebijakan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan perlindungan tenaga kerja dilaksanakan dengan program :
a. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
b. Peningkatan kesempatan kerja
c. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
8. Kebijakan untuk meningkatkan potensi, kapasitas produksi dan produktivitas pertanian dilaksanakan dengan program :
a. Peningkatan kesejahteraan petani
b. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan
c. Peningkatan produksi peternakan
d. Pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak
e. Peningkatan penerapan teknologi peternakan tepat guna
f. Pengembangan budidaya perikanan
g. Pengembangan perikanan tangkap
h. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan
i. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya perairan 
j. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
k. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
l. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
9. Kebijakan untuk mengembangkan agribisnis berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif produk daerah dilaksanakan dengan program:
a. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
b. Pengembangan agribisnis
c. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
d. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
e. Peningkatan kesejahteraan petani
f. Pemberdayaan penyuluh pertanian
10. Kebijakan dalam pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin dilaksanakan dengan program :
a. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
b. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
c. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma
d. Pembinaan anak terlantar
e. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
11. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dilaksanakan dengan program :
a. Pembangunan jalan dan jembatan
b. Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
c. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
d. Pembangunan infrastruktur perdesaan
e. Pembangunan turap/talud/bronjong
f. Pembangunan infrastruktur perdesaan
g. Pengembangan perumahan
h. Pengaturan jasa konstruksi
i. Pengawasan jasa konstruksi
j. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas
k. Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
l. Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan/pengendalian prasarana dan sarana perhubungan
m. Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
n. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
o. Peningkatan pelayanan angkutan
p. Pengelolaan areal pemakaman
12. Kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air dilaksanakan dengan program :
a. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
b. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
13. Kebijakan untuk pembangunan pusat kawasan perkantoran pemerintahan dilaksanakan dengan program :
a. Penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
b. Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
c. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
14. Kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi dan komunikasi layanan publik berbasis teknologi informasi (TI) dilaksanakan dengan program :
a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
b. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
c. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
d. Kerjasama informasi dengan mass media
e. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
f. Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH
15. Kebijakan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan dilaksanakan dengan program :
a. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
b. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
c. Peningkatan peran perempuan di pedesaan
16. Kebijakan untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan dengan program :
a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
b. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
17. Kebijakan untuk meningkatkan keluarga sejahtera dilaksanakan dengan program:
a. Keluarga berencana
b. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
c. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
18. Kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup ditempuh dengan program :
a. Lingkungan sehat perumahan
b. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
c. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
d. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
e. Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
f. Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
19. Kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau dilaksanakan dengan program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
20. Kebijakan untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ditempuh dengan program :
a. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan
b. Rehabilitasi hutan dan lahan
c. Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
d. Pembinaan dan penertiban industri hasil hutan
e. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan
f. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan


21. Kebijakan untuk meningkatkan kreativitas pemuda dan pembinaan olahraga melalui organisasi kepemudaan dan karang taruna dilaksanakan dengan program:
a. Peningkatan peran serta kepemudaan
b. Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda
c. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
d. Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga
e. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
f. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
22. Kebijakan untuk meningkatkan pengembangan seni dan pelestarian budaya daerah dilaksanakan dengan program :
a. Pengembangan nilai budaya
b. Pengembangan kekayaan budaya
c. Pengelolaan keragaman budaya
23. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata dan pengembangan destinasi wisata unggulan dilaksanakan dengan program:
a. Pengembangan destinasi pariwisata
b. Pengembangan pemasaran pariwisata
c. Pengembangan kemitraan
24. Kebijakan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM dilaksanakan dengan program :
a. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
b. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
c. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
25. Kebijakan untuk meningkatkan iklim usaha yang kondusif dilaksanakan dengan program :
a. Penciptaan iklim usaha UKM yang kondusif
b. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
c. Peningkatan dan pengembangan ekspor
d. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
e. Peningkatan operasional pemeliharaan sarana dan prasarana pasar
f. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
g. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
h. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
26. Kebijakan untuk meningkatkan kapasitas manajemen usaha dilaksanakan dengan program :
a. Peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi
b. Pengembangan industri kecil dan menengah
c. Peningkatan kemampuan teknologi industri
d. Penataan struktur industri
27. Kebijakan untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan program :
a. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
b. Perencanaan pembangunan ekonomi
c. Perencanaan pembangunan daerah
d. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
e. Penataan peraturan perundang-undangan
f. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
g. Mengintensifkan pengaduan masyarakat
h. Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
28. Kebijakan untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan dengan program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
29. Kebijakan untuk intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dilaksanakan dengan program :
a. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
b. Peningkatan dan pengembangan pendapatan asli daerah
30. Kebijakan untuk meningkatkan koordinasi yang sinergi lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan dilaksanakan dengan program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
31. Kebijakan untuk mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur ke arah kompetensi individual dan kapasitas kelembagaan dilaksanakan dengan program:
a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
b. Pembinaan dan pengembangan aparatur
c. Program Fasilitasi Pindah/purna tugas PNS
32. Kebijakan untuk meningkatkan pemahaman anggota Korpri terhadap Panca Prasetya Korpri dilaksanakan dengan program pembinaan dan pengembangan aparatur.
33. Kebijakan meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan dan kenegaraan dilaksanakan dengan program :
a. Pengembangan wawasan kebangsaan
b. Penataan peningkatan kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan
34. Kebijakan untuk meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan dan penangangan masalah lintas sektor dilaksanakan dengan program :
a. Kerjasama Pembangunan
b. Pengembangan wilayah perbatasan
35. Kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan dilaksanakan dengan program :
a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
b. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
c. Pendidikan politik masyarakat
36. Kebijakan untuk meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana dilaksanakan dengan program :
a. Pengendalian banjir
b. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
37. Kebijakan untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi perencanaan pembangunan lintas sektor dilaksanakan dengan program :
a. Perencanaan pembangunan daerah
b. Perencanaan pembangunan ekonomi
c. Perencanaan sosial dan budaya
d. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
e. Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
f. Peningkatan kapasitas kelembgaan perencanaan pembangunan daerah
38. Kebijakan untuk meningkatkan koordinasi perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan program :
a. Perencanaan tata ruang 
b. Pengendalian pemanfaatan ruang
c. Penataan daerah otonomi baru
39. Kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan data dan informasi serta sinergisitas hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan program :
a. Penataan administrasi kependudukan
b. Pengembangan data/informasi
c. Pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
40. Kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah dilaksanakan dengan program :
a. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
c. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
d. Pengembangan wawasan kebangsaan
41. Kebijakan untuk menguatkan kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa dilaksanakan dengan program :
a. Pengembangan lembaga ekonomi perdesaan
b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
c. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur desa

7.3 .     Program Prioritas Pembangunan Daerah 
[bookmark: _GoBack]RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2015-2019 ini merupakan dokumen perencanaan, yang berkaitan dengan arah kebijakan dan program-program yang hendak diimplementasikan selama lima tahun ke depan, termasuk di dalamnya adalah berisi target-target yang hendak dicapai dan berbagai langkah untuk mencapai program-program itu. Sebagai bagian dari upaya untuk merealisasi visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RPJMD ini juga berisikan rencana untuk mencapai program-program prioritas. Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan 12 (dua belas) prioritas pembangunan pada saat kampanye. Program prioritas tersebut adalah:
1. Mewujudkan pemerintah yang melayani rakyat (masyarakat)
2. Peningkatan pembangunan agribisnis dengan menyediakan bibit gratis untuk petani, pupuk yang murah serta peningkatan pendapatan petani karet dengan membangun crumb rubber mini yang akan dikelola oleh koperasi petani karet.
3. Menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas, memberikan beasiswa kepada anak keluarga miskin dan berprestasi, menyediakan angkutan bus untuk pelajar dan guru serta perbaikan tunjangan untuk guru dan tunjangan khusus untuk guru di daerah terpencil dan bantuan dana pendidikan untuk guru.
4. Menyediakan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas pelayanan kesehatan gratis bagi keluarga miskin dan perbaikan tunjangan daerah untuk tenaga medis dan paramedis serta tunjangan khusus untuk yang bertugas daerah terpencil.
5. Membuka 5.000 lapangan kerja baru bagi putra/putri tabalong dengan memberikan pelatihan keterampilan kerja dan permodalan usaha.
6. Menganggarkan dana 1 milyar untuk tiap desa melalui gerakan pembangunan desa terpadu.
7. Beras gratis untuk keluarga miskin
8. Asuransi untuk ulama, guru agama, khatib, bilal dan kaum mesjid serta menyediakan dana untuk kegiatan majelis ta’lim, pengajian, seni budaya islma dan kegiatan keagamaan lainnya serta pembangunan pesantren pendidikan AL Qur’an serta pesantren modern.
9. Perbaikan tunjangan aparat pemerintah daerah serta aparat dan pamong praja.
10. Menganggarkan dana abadi untuk pelayanan kesehatan dan beasiswa bagi keluarga miskin serta untuk olahraga dan pengembangan seni budaya
11. Peningkatan pembangunan jalan, jembatan, prasarana pertanian dan air bersih serta listrik pedesaan.
12. Meningkatkan keterampilan dan bantuan permodalan untuk kaum wanita untuk menunjang ekonomi keluarga serta menata industri perkayuan melalui peningkatan keterampilan dan bantuan permodalan.

Adapun keterkaitan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, indikator kinerja, capaian kinerja dan program pembangunan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada lampiran 1 dokumen ini.

Program-program prioritas ini disinergikan dengan program-program lain, guna mencapai visi besar, yaitu: ‘Menuju Tabalong yang Agamis, Sejahtera dan Mandiri’.
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